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BAB V 

PENUTUPAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan penyajian dari hasil wawancara dapat diambil 

kesimpulan bahwa dalam analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Jawa Timur dalam pencegahan, penanggulangan penyebaran Covid-19 di Kota 

Surabaya telah terlaksana dengan cukup baik bersama seluruh elemen 

masyarakat. Namun ditemukan juga kendalan terkait penegakan pemberlakuan 

penerapan 3M, masih banyak ditemui pelanggar protokol kesehatan maka atas 

kesalahannya di tindak tegas dengan sanksi administratif ataupun juga sanksi 

sosial. Dalam hal penanganan covid, dikatakan baik mulai dari sosilisasi 

pencegahan penyebaran covid-19 hingga pengambilan tindakan oleh pelanggar 

Untuk kualitas kerja tidak dapat di katakan 100% sesuai, karena dalam 

implementasi perencanaan pemahaman berdeda dari pimpinan ke anggota 

lainnya. Melalui indikator yang penulis gunakan menurut Robbins adalah 

sebagai berikut : 

1. Kualitas, kinerja dari anggota Satpol PP telah menjalankan tugasnya 

sesuai dengan fungsinya dalam ketepatan melaksanakan tugas dan 

pekerjaan. Namun untuk kerapian dan kelengkapan di nilai kurang 

namun tidak seluruhnya dapat dikatakan buruk. Memang tidak semua 

kinerja Satpol PP buruk sehingga perlu adanya evaluasi untuk kinerja 

berikutnya dan mengubah pola kerja sehingga mendapatkan hasil yang 

optimal. 

2. Kuantitas, dalam pelaksanaan kinerja yang di laksanakan oleh anggota 

Satpol PP dari indikator tersebut belum terlalu berdampak secara 

signifikan terhadap penggunaan waktu dalam bekerja. Dikarenakan 

keseluruhan program atau tugas – tugas masih terkontrol dengan baik 

3. Kerjasama, kerjasama Satpol PP dalam bentuk kerja tim baik dari 

internal maupun eksternal dapat di katakan baik karena telah 

menyelesaikan dan sedang berjalan hingga saat ini upaya penertiban 

protokol kesehatan bersama jajaran instansi lainnya baik instansi 

pemerintahan maupun masyarakat umum 

4. Inisiatif, kinerja anggota Satpol PP dalam inisiatif memunculkan 

program – program dimasa pandemi ini cukup beragam dan dapat dinilai 

positif bagi masyarakat. Karena semua hal yang di munculkan bernilai 

positif dan tidak merugikan kedua belah pihak antara instansi pemerintah 

dan masyarakat 
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5. Tanggung Jawab, kinerja Satpo PP cukup memuaskan dalah hal 

pelayanan dan tanggung jawabnya. Upaya – upaya yang di pilih selalu 

dapat memudahkan masyarakat dan membuat semuanya terstruktur 

dengan baik. 

Dari 5 indikator tersebut, kinerja Satuan Polisis Pamong Praja Provinsi 

Jawa Timur dapat di katakana cukup baik karena ada beberapa indicator yang di 

nilai belum berjalan maksimal. 

Dalam analisis tersebut, peneliti menemukan beberapa faktor penunjang 

dan penghambat kegiatan Satpol PP dalam penertiban masyarakat pelanggar 

perda adalah beberapa faktor, yaitu : 

1. Penunjang 

1) Banyaknya jaringan kerjasama dengan TNI, POLRI, mahasiswa 

dan organisasi masyarakat dalam kerjasama untuk penambahan 

personil di lapangan. 

2) Kebutuhan disinfektan, masker, APD serta keperluan untuk patroli 

di tunjang oleh BPBD Jawa Timur 

3) Sarana dan prasana yang mendukung serta transportasi yang siap 

digunakan untuk operasional 

2. Penghambat 

1) Anggaran yang hanya besar di awal kegiatan lalu semakin menipis 

setelah masuk di awal 2021 

2) Kerjasama bersama mahasiswa dan organisasi masyarakat 

berkurang, bahkan hanya tinggal bersama TNI POLRI. Diketahui 

terjadi karena faktor anggaran operasional yang menipis. 

3) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan 3M 

dan pemikiran terbiasa berkerumun atau berkumpul sehingga 

sosialisasi dan kampanye jaga jarak tidak begitu berjalan sesuai 

yang direncanakan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisis soal kinerja Satpol PP selama pandemi, peneliti 

merekomendasikan beberapa saran, yaitu : 

1. Di tengah pandemi covid-19 peneliti menyarankan agar tetap bekerja 

secara kolektif dalam upaya pencegahan virus corona dengan cara 

menjaga sinergitas antara beberapa instansi terkait, elemen mahasiswa 

dan oraganisasi masyarakat agar sirkulasi perekonomian masyarakat bisa 

berjalan normal seperti sedia kala 
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2. Peneliti menyarankan, Satpol PP Provinsi Jawa Timur mampu 

bersosialisasi dengan baik dalam konteks pemberian edukasi akan 

pentingnya vaksin untuk masyarakat secara merata. 

3. Terakhir peneliti menyarankan agar pelaksanaan protokol kesehatan 

diterapkan secara masif guna mengantisipasi penularan virus corona 

yang menyebar pada kampong atau tempat tinggal warga Surabaya 

lainnya.  
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